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PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
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PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 90/M-IND/PER/ 11/2008 TENTANG PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN INDUSTRI ALAS KAKI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

. a bahwa dalam rangka efisiens dan kelancaran pelaksanaan

N

Program Restrukturisasi Mesin/Peraatan Industri Alas Kaki
tahun 2010, perlu merubah bebergpa ketentuan
sebagaimana tercamtum dalam Peraturan Menteri
Perindustrian  Nomor 90/M-IND/PER/11/2008 tentang
Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Alas Kaki
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/
8/2009;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu dikeluarkan Peraturan Menteri
Perindustrian;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisass Kementerian

Negara;
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2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun
2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu |l
Periode Tahun 2009 — 2014;

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-
IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi
Mesin/Peralatan Industri Alas Kaki sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
78/M-IND/PER/ 8/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR 90/M-IND/PER/11/2008 TENTANG
PROGRAM  RESTRUKTURISAST MESIN/PERALATAN
INDUSTRI ALAS KAKI.

Pasdl |

Ketentuan Pasal 5 ayat (5) dalam Peraturan Menteri  Perindustrian  Nomor
90/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisas Mesin/ Peralatan
Industri Alas Kaki sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perindustrian  Nomor 78/M-IND/PER/ 8/2009 diubah
menjadi sebagai berikut :
Pasal 5

(5) Pemberian potongan harga sebaga mana dimaksud pada ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) berlaku untuk pembelian mesin/peralatan sgjak tanggal 1 Juli 2009
dan belum pernah digukan dalam program yang sama pada tahun sebelumnya.

Pasal 11
Peraturan Menteri ini mula berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Agar setigp orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 4 Februari 2010

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 4 Februari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALISAKBAR
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